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Abstrak

Ketahanan nasional merupakan konsep yang penting dalam menjaga keutuhan suatu negara,
termasuk Indonesia. Jurnal ini menyajikan penjelasan mengenai konsep ketahanan nasional beserta
faktor-faktor yang mengancamnya. Ketahanan nasional merujuk pada kemampuan suatu negara untuk
melindungi kepentingan nasionalnya dari ancaman baik internal maupun eksternal, dengan
mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jurnal ini
mengkaji kasus Ambalat sebagai studi kasus. Kasus Ambalat menjadi representasi nyata daritantangan
terhadap kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia di wilayah perbatasan. Kasus Ambalat adalah
contoh dari ancaman eksternal bagi Indonesia, dimana sengketa kedaulatan wilayah laut dengan
Malaysia menunjukkan kompleksitas dalam menjaga ketahanan nasional di ranah geopolitik.
Sementara itu, contoh ancaman internal dapat berasal dari konflik sosial, ketidakstabilan politik, dan
gerakan separatis atau radikalisme. Contoh kasus G30S PKI menjadi peristiwa penting dalam sejarah
Indonesia yang menggambarkan ancaman internal terhadap ketahanan nasional. Dengan memahami
konsep ketahanan nasional dan faktor-faktor yang mengancamnya, pemerintah dan masyarakat
Indonesia diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat ketahanan
nasional, baik melalui diplomasi, pembangunan pertahanan, pemberdayaan sosial, maupun upaya
pencegahan terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Kata Kunci: Ketahanan Nasional, Kasus Ambalat, Ancaman

Abstract

National resilience is an important concept in maintaining the integrity of a country, including Indonesia.
This journal presents an explanation of the concept of national resilience along with the factors that
threaten it. National resilience refers to a country's ability to protect its national interests from both
internal and external threats, considering political, economic, social, cultural, defense, and security
aspects. This journal examines the Ambalat case as a case study. The Ambalat case serves as a real
representation of the challenges to Indonesia's sovereignty and national security in border areas. The
Ambalat case is an example of an external threat to Indonesia, where the dispute over maritime
sovereignty with Malaysia demonstrates the complexity of maintaining national resilience in the
geopolitical realm. Meanwhile, examples of internal threats can arise from social conflicts, political
instability, and separatist or radical movements. The G30S PKI case is a significant event in Indonesian
history that illustrates internal threats to national resilience. By understanding the concept of national
resilience and the factors that threaten it, the Indonesian government and society are expected to take
appropriate steps to strengthen national resilience, whether through diplomacy, defense development,
social empowerment, or efforts to prevent threatsfrom both domestic and foreign sources.
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PENDAHULUAN
Kasus Ambalat menciptakan tantangan yang signifikan bagi ketahanan nasional
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Indonesia, memerlukan responsyang komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah serta
lembaga terkait. Sengketaini tidak hanya menyangkut masalah kedaulatan wilayah, tetapi juga
berdampak luas pada stabilitas regional, keamanan maritim, ekonomi, serta kesejahteraan
masyarakat yang tinggal di sekitar wilayahtersebut. Secara spesifik, Ambalat menjadi bagian
integral dari strategi pertahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan- tantangan
keamanan di perairan teritorialnya. Penjagaan dan pemeliharaan wilayah ini menjadi prioritas
utama dalam menghadapi ancaman yang berasal dari luar, baik itu terkait dengan konflik
teritorial, kejahatan lintas batas, maupun aktivitas ilegal di laut. Tantangan yang dihadapi
Indonesia dalam menangani kasus Ambalat juga mencakup aspek diplomasi yang kompleks.
Negosiasi dengan Malaysia untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan memerlukan
upaya intensif dan kerjasama yang erat antara kedua negara. Selain itu, Indonesia juga harus
memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penyelesaian sengketa ini tidak
mengorbankan kepentingan nasionalnya. Di samping itu, Ambalat juga menimbulkan
tantangan ekonomi bagilndonesia. Wilayah ini diketahui memiliki potensi sumber daya alam
yang besar, terutama dalam hal cadangan minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, penyelesaian
sengketa ini juga penting untuk memastikan bahwa eksploitasi sumberdaya alam di wilayah
Ambalat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
Selain itu, tantangan Ambalat juga melibatkan aspek sosial dan budaya. Kehidupan
masyarakat lokal, terutamapara nelayan yang bergantung pada perairan tersebut sebagai
mata pencaharianutama, dapat terganggu oleh ketegangan antara kedua negara. Oleh karena
itu, penting bagi Indonesia untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat
lokal dalammenangani sengketa ini. Secara keseluruhan, kasus Ambalat merupakan salah satu
dari banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga ketahanan nasionalnya.
Penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan dari sengketa ini memerlukan strategi yang
komprehensif yang mencakup aspek militer, diplomasi, ekonomi, sosial, dan budaya, serta
kerja sama yang erat antara semua pihak terkait.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan atau memberikan
deskripsi atas permasalahan yang terjadi serta menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini
menganalisis secara induktif dari gambaran Laut Ambalat yang memengaruhi pertahanan
nasional dari sisi politik hingga sisi sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui studiliteratur
yang berasal dari jurnal dan berita yang terkait dengan lingkungan strategis, kondisi Laut
Ambalat, pertahanan, dan aspek sosial budaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Definisi Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi
keuletan dari ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan yang
dimiliknya dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan
tantangan, baik yang datangdari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak
langsung. Ancaman; Tantangan; Hambatan; Gangguan (ATHG) yang menerpa suatu bangsa
dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta
perjuangan dalam mengejar tujuan Nasional Indonesia seperti yang sudah dimaktubkan
dalam UUD 1945.

Konsep Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional suatu bangsa didasarkan pada sejumlah faktor yang mencakup
kekuatan serta kemampuan untuk mempertahankan eksistensinya, terlepas dari gangguan
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atau ancaman baik dari dalam maupun luar. Konsep ketahanan nasional juga mencakup
kemampuan untuk tetap jaya, dengan menggabungkan aspek keteraturan dan stabilitas
dengan potensi untuk beradaptasi terhadap perubahan. Secara integratif, ketahanan nasional
melibatkan semua aspek kehidupan kebangsaan, sosial, dan lingkungan alam untuk mencapai
keselarasan. Selain itu, ketahanan nasional juga berkaitan dengan pemahaman serta
pengaktualisasian hakikat dan sifatnasional, yang pada gilirannya menciptakan kewibawaan
dan kekuatan yang dapat mencegah ancaman dari pihak lain. Sebagai konsep yang dinamis,
ketahanan nasional akan berubah sesuaidengan perubahan situasi dan kondisi, menunjukkan
adaptasi yang terus-menerusuntuk memenuhi tuntutan zaman.

Ketahanan Nasional di Indonesia

Tidak hanya menghadapi potensi ancaman eksternal dari bangsa asing, Indonesia juga
terpapar risiko ancaman internal yang tak kalah seriusnya dalam mengganggu stabilitas
nasional. Contoh nyata termasuk pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, Gerakan
Aceh Merdeka, dan Organisasi Papua Merdeka. Semua ini diarahkan untuk menggoyahkan
fondasi persatuan bangsa yang telah dibangun sejak pelaksanaan SumpahPemuda pada tahun
1928. Letak geografis Indonesia yang strategis, bersamaan dengan berbagai pengalaman
sejarah yang telah dilalui, memberikan suatu perspektif penting bagi bangsa ini dalam
merangkai upaya membangun ketahanan nasional, baik dalam konteks masa kini maupun
perencanaan masa depan. Keuletan serta ketangguhan Sumber Daya Manusia (SDM)
Indonesia, kekayaan Sumber DayaAlam (SDA) yang terkandung di dalambumi Indonesia, dan
kondisi alam yang unik semuanya membentuk suatu kesatuan integral dalam konstitusi
ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional yang digarap oleh bangsa Indonesia
mengusung prinsip self-defense yang bukan semata- mata mengacu pada niatan untuk
menyerang dan menduduki wilayah negaralain, melainkan lebih sebagai upaya bijak untuk
menjaga diri, baik dari ancaman internal maupun eksternal. (Susanti dkk., t.t.)

Faktor - Faktor yang Mengancam Ketahanan Nasional
Ancaman terhadap Ketahanan Nasional bagi bangsa Indonesia dapat dikategorikan

dalam beberapa hal, yaitu:

1. Ancaman terhadap ketahanan nasional karena bahaya alam, seperti pemanasan global,
banjir, tsunami, dan lain-lain.

2. Ancaman terhadap ketahanan nasionalkarena penyakit, seperti virus HIV/AIDS, flu burung,
dan penyakit endemik lain.

3. Ancaman terhadap ketahanan nasionalkarena kemiskinan dan pengangguran.

4. Ancaman terhadap ketahanan nasionalkarena narkotika dan zat adiktif lainnya yang dapat
merusak mental.

5. Ancaman terhadap ketahanan nasional karena faktor sosial politik, seperti : konflik etnis,
agama, budaya, kejahatan terorganisasi, terorisme dan lain sebagainya.

6. Ancaman terhadap ketahanan nasionalkarena faktor militer. (Pranowo, 2010)

Kasus Ambalat

Kasus Ambalat merupakan sengketawilayah laut seluas 15.235 kilometer persegi yang
terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makasar, dekat perbatasan antara Kalimantan Timur,
Indonesia, dan Sabah, Malaysia. Sengketa ini bukan hanya berkaitan dengan kepemilikan
wilayah, melainkan juga melibatkan potensi sumberdaya alam, terutama cadangan minyak dan
gas di Blok Ambalat yang diperkirakan dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan.
Indonesia mengklaim kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan Perjanjian Tapal Batas Kontinen
Indonesia-Malaysiapada tahun 1969. Penyelesaian sengketa ini harus dilakukan secara damai
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sesuaihukum internasional, walaupun penentuanbatas perairan lebih kompleks dibandingkan
daratan. Sengketa ini mencerminkan kompleksitas penyelesaian perbatasan di wilayah
perairan dan memiliki dampak ekonomi dan strategis yang signifikan. Penting untuk
menyelesaikan sengketa ini agar tidak semakin rumit dan dapat dicapai solusi yang adil dan
berkelanjutan. (Yusvitasari, 2020).

Awal Persengketaan

Persengketaan awal antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat melibatkan konflik
perbatasan darat dan laut, termasuk kasus Sipadan dan Ligitan. Malaysia membuat klaim
wilayah secara sepihak pada tahun 1979, yang tidak diakui secara internasional. Kekalahan
Indonesia dalam kasus Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 menimbulkan kekecewaan.
Persengketaan baru muncul terkait Blok Ambalat, menunjukkan kompleksitas penyelesaian
sengketa perbatasan dan dampak ekonomi-strategis bagi kedua negara. Pada 1979, Malaysia
mengklaim Ambalat berdasarkan Peta Wilayah Malaysia 1979, disertai dengan protes dari
Indonesia, Filipina, dan Singapura. Perselisihan semakin rumit karena Malaysia mengklaim
wilayah sebagai BlokXYZ, sementara Indonesia menyebutnya sebagai Blok Ambalat dan Blok
East Ambalat. Perselisihan ini terkait pemberian konsesi eksplorasi minyak dan penolakan
Malaysia untuk dialog pada Juli2004. Terkait kasus Sipadan dan Ligitan, Malaysia memprotes
setelah kemenangan dalam kasus Pulau Sipadan-Ligitan pada 2004. Persengketaan atas Blok
Perairan Ambalat terjadi karena klaim kedaulatan Indonesia dan Malaysia, ketidakjelasan
batas negara, serta keberadaan sumber daya alam berharga di wilayah tersebut.

Indonesia mengklaim Blok Ambalatberdasarkan UNCLOS 1982 yang memberikan hak
negara kepulauan menetapkan batas laut teritorial dan ZEE. Dengan menarik garis pangkal
lurus dari pulau terluar seperti Karang Unarang, Indonesia mengklaim Ambalat. Landas
kontinen juga dijadikan dasar klaim karena dianggap sebagai kelanjutan alamiah wilayah
Kalimantan Timur yang beradadalam batas landas kontinen Indonesia. Dalam klaim Ambalat,
Indonesia merujuk pada UNCLOS, sementara Malaysia bersikeras pada Peta Wilayah Malaysia
1979. Meskipun kedua negara telah meratifikasi UNCLOS, Malaysia tetap menggunakan peta
tersebut yang kontroversial. Klaim Indonesia didasarkanpada UNCLOS setelah meratifikasinya
pada tahun 1985, sementara Malaysia mengeluarkan Peta Baru 1979 dengan klaim yang
kontroversial, termasuk Ambalat. Keputusan IC] yang memberikan kedaulatan Sipadan dan
Ligitan kepada Malaysia berpotensi mempengaruhi klaim Malaysia terhadap Ambalat, dengan
kemungkinan penggunaan kedua pulau tersebut sebagai titik pangkal untuk memperluas
wilayah klaim. Opsi penyelesaian sengketa sebaiknya mengacu pada UNCLOS, dengan
pertimbangan atas blok konsesi dan status Sipadan dan Ligitan menjadi faktor penting.
Pemerintah Indonesia tengahberkoordinasi untuk mengambil langkah-langkah hukum dalam
menyelesaikan konflik Ambalat dengan Malaysia dan mencegah konflik serupa di masa depan.
Pasal 47 UNCLOS memberikan Indonesia keuntungan hukum, dan ada empatlangkah yang
dapat diambil: perundingan bilateral, menetapkan status quo sementara dengan eksplorasi,
melibatkan organisasi regional, dan membawa kasus ke Mahkamah Internasional sebagai
opsi terakhir. Untuk berhasil, Indonesia harus menyajikan bukti yang kuat dalam
memenangkan sengketa ini. (Yusvitasari, 2020)

KESIMPULAN

Kasus Ambalat mencerminkan tantangan dalam konteks ketahanan nasional bagi
Indonesia. Perselisihan mengenai batas maritim antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di
Laut Sulawesi, menciptakan ketegangan dan konflik di wilayah perbatasan. Isu-isu ini
termasuk dalam upaya mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional Indonesia.
Ketidaksepakatan mengenai batas maritim dan sengketa atas Blok Ambalat menyoroti
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perlunya penyelesaian yangtegas untuk memastikan kedaulatan Indonesia terjaga dan sumber
dayaalamnya dimanfaatkan secara adil. Penetapan garis batas maritim yang akurat, mengacu
pada hukum internasional seperti UNCLOS, menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa
tersebut. Selain itu, kasus Ambalat menegaskan pentingnya Indonesia sebagai negara
kepulauan untuk secara efektif memantau dan melindungi wilayah dan yurisdiksinyadi lautan.
Pemerhatian serius terhadap ketahanan nasional, khususnya dalam konteks keamanan
maritim, menjadi esensial untuk menjaga integritas dankedaulatan negara.
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